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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

 

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI JakartaSemester II 

Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan 

berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan 

Pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi: 

 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA 

dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan 

penerimaan pendapatan. 

Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 
Semester II Tahun 2018 adalah sebesar Rp 149.770.900.833,00 atau mencapai 
93.38% dari alokasi anggaran sebesar Rp 160.388.309.823,00. 
 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 

(Audited). 

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, 

sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah dan Instruksi 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar 

Rp3.896.566.702,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 416.816.477,00, 

Aset Tetap sebesar Rp 3.004.126.180,00 dan Aset Lainnya sebesar                       

Rp 475.624.045,00. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas LO masing-masing sebesar Rp0,00 dan                   

Rp (146.098.750.787,00). RK PPKD sebesar Rp 149.955.317.489,00 

 

3. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan suplus/defisit-LO, yang diperlukan 

untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 

tidak menganggarkan penerimaan pendapatan. Jumlah beban untuk periode 

sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 142.260.842.930,00 

sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai                                       
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Rp 142.260.842.930,00. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak 

menganggarkan Kegiatan Non-Operasional. 

 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar                                                   

Rp (3.834.460.847,00) ditambah Perubahan Ekuitas sebesar                                    

Rp 7.731.027.549,00. Sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 

2018 adalah sebesar Rp 3.896.566.702,00. 

 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi 

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar atas laporan keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang 

berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan 

berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan 

menggunakan basis Akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2018 

      
   

 (dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)  

URAIAN CATATAN ANGGARAN 2018 
 REALISASI             

31 DESEMBER 
2018 

% 
REALISASI                            

31 DESEMBER 2017 

1 2 3 4 5 6 

        
 

  
PENDAPATAN   -    -    - -    

   PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 
    

 
  

        
 

  
BELANJA       

 
  

   BELANJA OPERASI       
 

  
       Belanja Pegawai B.2.1 148.545.532.000 139.269.594.365 93.76 113.869.532.723 
       Belanja Barang& Jasa  B.2.2 9.594.309.972 8.449.102.188 88.06 7.089.341.675 

Jumlah Belanja Operasi   158.139.841.972 147.718.696.553 93.41 120.958.874.398 

        
 

  
   BELANJA MODAL       

 
  

       Belanja Tanah   -    -    - -    
       Belanja Peralatan dan Mesin B.2.3 2.248.467.851 2.052.204.280 91.27 552.033.507 
       Belanja Gedung dan Bangunan   -    -    - -    
       Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan   -    -    - -    
       Belanja Aset Tetap Lainnya   -    -    - -    
       Belanja Aset Lainnya   - - - -    

Jumlah Belanja Modal   2.248.467.851 2.052.204.280 91.27 552.033.507 

        
 

-    

JUMLAH BELANJA   160.388.309.823 147.770.900.833 93.38 121.510.907.905 

        
 

  

SURPLUS/DEFISIT   (160.388.309.823) (147.770.900.833)  93.38 ( 121.510.907.905)  
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II. N E R A C A 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NERACA  

 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI  
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 

      
   

 (dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)  

URAIAN 
CATA 
TAN 

JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) 

31-Des-18 31-Des-17 JUMLAH 

ASET         
ASET LANCAR         
Kas di Bendahara Pengeluaran 
Beban Dibayar Dimuka 

C.1.1 
C.1.2 

- 
267.629 

 - 
- 

- 
267.629 

Persediaan C.1.3 416.548.848 402.013.477 14.535.371 

Jumlah Aset Lancar   416.816.477 402.013.477 14.803.000 

ASET TETAP       
  Tanah    -    -     -  

Peralatan dan Mesin C.2.1 10.560.343.878 8.859.955.009 1.700.388.869 

Gedung dan Bangunan   -    -     -  

Jalan, Irigasi dan Jaringan   -    -     -  

Aset Tetap Lainnya 
 

- - - 

Kontruksi Dalam Pengerjaan   -    -     -  

Akumulasi Penyusutan C.2.2  (7.556.217.698) (6.592.130.137) (964.087.561) 

Jumlah Aset Tetap   3.004.126.180 2.267.824.872 736.301.308 

ASET LAINNYA       
 Aset lain-lain C.3.1 1.704.423.502 1.214.421.541 490.001.961 

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain C.3.2 (1.228.799.457) (739.230.896) (489.568.561) 

Jumlah Aset Lainnya   475.624.045 475.190.645 433.400 

        
 JUMLAH ASET   3.896.566.702 3.145.028.994 751.537.708 

        
 KEWAJIBAN 

 
    

 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK       
 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

 
            -             -  -  

Utang Belanja C.4.1  - 6.979.489.841 (6.979.489.841) 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek   - 6.979.489.841 (6.979.489.841) 

JUMLAH KEWAJIBAN     - 6.979.489.841 (6.979.489.841) 

EKUITAS       
 EKUITAS       
 Ekuitas – LO     (146.098.750.787)    (3.834.460.847)  (142.264.289.940) 

RK PPKD   149.995.317.489 - 149.995.317.489 

Jumlah Ekuitas C.5.1 3.896.566.702 (3.834.460.874) 7.731.027.549 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS   3.896.566.702 3.145.028.994 751.537.708 

                              -                               -                                   -    
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III. LAPORAN OPERASIONAL 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 

    

    
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 2018 31 DESEMBER 2017 

1 2 3 4 

KEGIATAN OPERASIONAL       

PENDAPATAN                                           -                                       -    

   PENDAPATAN ASLI DAERAH       

     Pendapatan Pajak Daerah                                           -                                       -    

     Pendapatan Retribusi Daerah                                           -                                       -    

     Lain-lain PAD yang sah                                           -                                       -    

        Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                           -                                       -    

                                            -                                       -    
JUMLAH PENDAPATAN       

        

Jumlah                                           -                                       -    

        

BEBAN       

   BEBAN OPERASI       

       Beban Pegawai D.1 132.290.104.524 118.432.580.994 

       Beban Persediaan D.2 738.233.938 620.746.461 

       Beban Barang D.3 1.504.222.410 983.560.950 

       Beban Jasa D.4 6.168.336.500 5.485.993.500 

       Beban Pemeliharaan D.5 48.906.000 41.734.000 

       Beban Penyusutan dan Amortisasi D.6 1.511.039.558 1.198.711.597 

           Jumlah Beban Operasi   142.260.842.930 126.763.327.502 

        

JUMLAH BEBAN   142.260.842.930 126.763.327.502 

        

SURPLUS/DEFISIT - LO   (142.260.842.930)               (126.763.327.502) 
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN   

31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 

    

    URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 2018 31 DESEMBER 2017 

1 2 3 4 

 Ekuitas - LO    (3.834.460.847) 
 

1.375.080.059 

 RK PPKD    - - 

 Jumlah Ekuitas Awal   E.1  (3.834.460.847) 1.375.080.059 

        

 Surplus/Defisit LO  
 

(142.260.842.930) (126.763.327.502) 

Mutasi RK PPKD 
 

167.784.803.961 121.553.786.596 

Koreksi Ekuitas  (3.447.010) - 

Perubahan Ekuitas  E.2 7.731.027.549 (5.209.540.906) 

        

Ekuitas Akhir:       

Ekuitas - LO   (146.098.750.787) (125.388.247.443) 

RK PPKD   149.995.317.489 121.553.786.596 

        

JUMLAH EKUITAS AKHIR E.3 3.896.566.702 (3.834.460.847) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Keuangan 31 Desember 2018 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 7 

 

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

A. PENJELASAN UMUM 

A.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur  pendukung tugas 

Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris 

Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten 

pemerintah. 

Pembentukan Organisasi  dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI 

Jakarta No. 256 Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan  ketentuan 

pasal  124 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan 

pegelolaan kepegawaian daerah, BKD berfungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Badan Kepegawaian Daerah; 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Badan Kepegawaian Daerah;  

c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, 

pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, 

kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai;  

d. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai;  

e. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai;  

f. Pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;  

g. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;  

h. Pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;  

i. Pengembangan karir pegawai;  

j. Penyelenggaraan penilaian/ pengujian dalam rangka deskripsi 

manajerial (soft competency) dan potensi pegawai;  

k. Pelaksanaan konseling pegawai;  

l. Penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial (soft 

competency);  

m. Penyusunan standar kompetensi manajerial (soft competency);  

n. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;  

o. Penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;  

p. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan kepegawaian;  

q. Pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian 

daerah;  

r. Pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah; 

s. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;  
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t. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan 

Kepegawaian Daerah; 

u. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan 

Kepegawaian Daerah;  

v. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kepegawaian 

Daerah; dan  

w. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Badan Kepegawaian Daerah. 

 

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 ini merupakan 

laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan 

ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. 

 

A.3. Basis Akuntansi 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan 

basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk 

penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual 

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 

 

A.4. Dasar Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui 

dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar 

pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI 

Jakarta dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah 

dengan menggunakan nilai perolehan historis. 

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya 

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan saat 

memperoleh aset tersebut. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 



 

Laporan Keuangan 31 Desember 2018 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 9 

 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang 

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi 

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

 

A.5. Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan  Tahun 2017 telah 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan 

akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, 

aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu 

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah 

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah 

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di 

lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan 

dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 

 

(1) Pendapatan-LRA 

 Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi 

hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

Pemerintah Pusat. 

 Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah 

 Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). 

 Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

(2) Pendapatan-LO 

 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

 Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan 

dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 

daya ekonomi.  

 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

 Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 
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(3) Belanja 

 Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. 

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. 

 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan 

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 

tersebut disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah.  

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

(4) Beban 

 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi 

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

(5) Aset 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka 

Panjang dan Aset Lainnya. 

a. Aset Lancar 

 Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan 

segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

 Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.  

 Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul 

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan 

penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima 

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

 Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik 

pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, 

apabila diperoleh dengan harga pembelian. 

b. Aset Tetap 

 Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan 

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 
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 Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga 

wajar. 

c. Penyusutan Aset Tetap 

 Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan 

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi 

dalam pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang 

berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak 

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola 

Barang untuk dilakukan penghapusan. 

 Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode 

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat 

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama 

masa manfaat. 

d. Aset Lainnya 

 Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap 

dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya 

adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. 

 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan 

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari 

penggunaan operasional pemerintah. 

 

(6) Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah.Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas 

bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi 

Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, 

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, 

dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika 

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua 

belas bulan setelah tanggal pelaporan.Kewajiban dicatat sebesar nilai 

nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama 

kali transaksi berlangsung. 
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(7) Ekuitas 

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu 

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas. 

 

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali 

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis 

akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada 

beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan.  

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang 

berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan 

akuntansi berbasis akrual. 

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun 

sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak 

dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi 

berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih 

antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari 

ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 

 

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI KEUANGAN 

B.1. Pendapatan 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan 

penerimaan pendapatan. 

B.2. Belanja 

Realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 

Semester II Tahun 2018 adalah sebesar Rp 149.770.900.833,- atau 

93.38% dari Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 160.388.309.823,- 

B.2.1. Belanja Pegawai 

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI 

Jakarta pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 139.269.594.365,- 

meningkat Rp 25.400.061.642,- atau 22.30% dibandingkan belanja 

pegawai pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 113.869.532.723,-. Hal ini 

disebabkan adanya kenaikan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-Jaminan 

Kematian (JKK-JKM) yang disetorkan kepada PT. Taspen. 

Rincian realisasi Belanja Pegawai periode 31Desember 2018 dan 31 

Desember 2017 disajikan dalam Tabel berikut: 
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Tabel 1 

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember2017 

URAIAN 
 REALISASI BELANJA PEGAWAI  NAIK / TURUN 

31 Des 2018 31 Des 2017 Rp.  % 

BELANJA PEGAWAI 139.269.594.365 113.869.532.723 25.400.061.642 22.30 

Gaji Pokok 12.490.623.200 12.615.852.220 (125.229.020) (0.99) 

Tunjangan Keluarga 1.120.365.108 1.046.227.878 74.137.230 7.08 

Tunjangan Jabatan 536.850.000 528.970.000 7.880.000 1.49 

Tunjangan Fungsional 142.148.000 113.832.000 28.316.000 24.87 

Tunjangan Umum 540.060.000 508.195.000 31.865.000 6.27 

Tunjangan Khusus (PPH) 10.736.256.923 9.292.407.360 1.443.849.563 15.54 

Tunjangan Beras 634.037.100 641.351.520 (7.314.420) (1.14) 

Pembulatan Gaji 160.612 156.283 4.329 2.77 

Tunjangan Kinerja  76.228.924.036 71.428.849.539 4.800.074.497 6.72 

Iuran JKK – JKM 34.121.194.386 14.909.605.123 19.211.589.263 128.85 

Biaya Kematian PNS DKI   - 224.305.800 (224.305.800) (100) 

Tunjangan Transport Pejabat  2.718.975.000 2.559.780.000 159.195.000 6.22 

 

B.2.2. Belanja Barang& Jasa 

Realisasi Belanja Barang & Jasa pada 31 Desember 2018 dan 31 

Desember 2017 masing-masing sebesar Rp8.449.102.188,- dan                  

Rp 7.089.341.675,-. Kenaikan Realisasi Belanja Barang & Jasa sebesar 

Rp1.359.760.513,- atau 19.18% antara lain disebabkan kenaikan belanja 

Makanan dan Minuman serta kenaikan belanja tenaga ahli. 

Rincian realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2018 dan 31 

Desember 2017 disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2 

Perbandingan Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2018 dan 

31 Desember 2017 

URAIAN 
 REALISASI BELANJA PEGAWAI  NAIK / TURUN 

31 Des 2018 31 Des 2017 Rp.  % 

BELANJA BARANG 8.449.102.188 7.089.341.675 1.359.760.513 19.18 

Belanja Bahan Pakai Habis 629.801.720 430.648.825 199.152.895 46.24 

Belanja Bahan/Material 10.472.018                               -  10.472.018 100 

Belanja Jasa Kantor 8.964.000              8.892.000  72.000 0.81 

Belanja Cetak dan Penggandaan 129.835.900          154.507.700  (24.671.800) (15.97) 

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.850.000 - 3.850.000 100 

Belanja Sewa Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

166.960.000          111.320.000  55.640.000 49.98 

Belanja Makanan dan Minuman 1.461.750.050          976.457.650  485.292.400 49.70 

Belanja Pemeliharaan 48.906.000            41.734.000  7.172.000 17.19 

Belanja Tenaga 
Ahli/Instruktur/Nara Sumber 

5.988.562.500      5.365.781.500  622.781.000 11.61 
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B.2.3. Belanja Modal 

 

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 

2017 masing-masing sebesar Rp 2.052.204.280,-. dan Rp 

522.033.507,-. Terdapat peningkatan belanja modal sebesar Rp 

1.530.170.773,- atau 293.11% yang disebabkan oleh peningkatan 

belanja mebeulair yang pada tahun 2018 terdapat pengadaan work-

station bagi pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta. Rincian realisasi 

belanja Modal pada 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan dalam 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 3 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Pada 31 Desember 2018 dan 2017 

URAIAN 
REALISASI BELANJA MODAL NAIK / TURUN 

31 Des 2018 31 Des 2017 Rp. % 

BELANJA MODAL 2.052.204.280 522.033.507 1.530.170.773 293.11 

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus -  -  - - 

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor -                                      
79.178.000  

(79.178.000) (100) 

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan 
Kantor 

89.375.000 
                        

108.580.000  
(19.205.000) (17.69) 

Belanja Modal Pengadaan Komputer 500.394.950  -  500.394.950 100 

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1.435.925.430 
                                       

260.038.187  
1.175.887.243 452.20 

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan  22.000.000  -  22.000.000 100 

Belanja Modal Pengadaan CCTV - 
                                         

29.987.320  
(29.987.320) (100) 

Belanja Modal Pengadaan Jaringan 
Teknologi Informasi 

4.508.900 
                                         

74.250.000  
(69.741.100) (93.93) 

 

 

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA 

C.1. Aset Lancar 

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-

masing sebesar Rp 416.816.477,- dan Rp 402.013.477,-. Aset lancar 

merupakan Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau 

dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal pelaporan. 
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Rincian Aset Lancar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI 

Jakarta per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada 

Tabel berikut ini: 

 
Tabel 4 

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 

NO ASET LANCAR 31 Des 2018 31 Des 2017 

1 Kas di bendahara pengeluaran - - 

2 Beban Dibayar Dimuka 267.629 - 

3 Persediaan 416.548.848 402.013.477 

Jumlah 416.816.477 402.013.477 

 

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018dan 

Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 0,-, seluruh sisa kas yang 

dikelola Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember akan 

disetorkan kembali ke Kas Daerah, sehingga tidak terdapat saldo pada pos 

Kas di Bendahara Pengeluaran. 

 

C.1.2. Beban Barang Dibayar Dimuka 

Pada tahun 2018 terdapat beban dibayar dimuka sebesar Rp 267.629,- 

yaitu pos Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional yang pada tanggal 

31 Desember 2018 masih terdapat sisa saldo. 

 

C.1.3. Persediaan 

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018dan 31 Desember 2017masing-

masing sebesar Rp 416.548.848,- dan Rp 402.013.477,-. Persediaan 

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) 

pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung 

kegiatan operasional.  

 

C.2. Aset Tetap 

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 

masing-masing sebesar Rp 3.004.126.180,- dan Rp 2.267.824.872,-. Aset 

tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.Rincian Aset Tetap per 31 

Desember 2018dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel 5 sebagai 

berikut: 
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Tabel 5 

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 

NO ASET LANCAR 31 Des 2018 31Des 2017 

1 Tanah -                                    -  

2 Peralatan dan mesin 10.560.343.878 8.859.955.009 

3 Gedung dan bangunan -                                    -  

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - 

5 Aset Tetap Lainnya -                                    -  

6 Konstruksi dalam pengerjaan -                                    -  

7 Akumulasi Penyusutan (7.556.217.698) (6.592.130.137) 

Jumlah 3.004.126.180 2.267.824.872 

 

C.2.1. Peralatan dan Mesin 

Nilai perolehan peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp 

10.560.343.878,-.Terdapat penambahan aset tetap untuk jenis barang 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Operasional dari Pusat 

Penyimpanan Barang Daerah ke BKD Provinsi DKI Jakarta berupa 1 

(satu) unit mobil Toyota Corolla Altis 1,8 VAT senilai Rp 440.600.000,- 

sesuai BAST Nomor 10.1/-077.323 tanggal 2 Januari 2018 dan 3 

(tiga) unit mobil Suzuki Ertiga Type GX AT Tahun 2018 senilai 

Rp.606.000.000,- sesuai BAST Nomor 3269/-077.323 tanggal 17 

September  2018; 

b. Belanja Modal sebesar Rp 2.052.204.280,- yang terdiri dari Belanja 

Meubelair  senilai Rp 1.435.925.430,- dan Belanja Peralatan 

Komputer senilai Rp 500.394.950,- 

Terdapat pengurangan aset tetap untuk jenis barang sebagai berikut: 

a. Pengembalian 2 unit Kendaraan Dinas Operasional ke Pusat 

Penyimpanan Barang Daerah berupa 1 unit Nissan X-Trail 2.5 AT 

Tahun 2017 senilai Rp.436.095.250,- dalam kondisi baik berdasarkan 

BAST Nomor 1/-077.323 tanggal 2 Januari 2018 dan 1 (satu) unit mobil 

Toyota Corolla Altis 1,8 VAT senilai Rp 440.600.000,- sesuai BAST 

Nomor  2/-077.323 tanggal 29 Januari 2018  ; 

b. Reklasifikasi Peralatan dan mesin menjadi aset rusak berat senilai Rp. 

490.001.961,- dalam kondisi rusak berat. 

c. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2018 ke Beban Barang senilai Rp 

25.399.660,- 

d. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2018) ke Beban Barang 

senilai Rp 6.318.540,- 
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C.2.2. Akumulasi Penyusutan 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar 

Rp 7.556.217.698,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra 

akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas 

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat 

Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). 

 

 

C.3. Aset Lainnya 

C.3.1. Aset lain-lain  

Jumlah Aset Lainnya pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 

masing-masing sebesar Rp 475.624.045,- dan Rp.475.190.645,- yang 

merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset 

Lancar maupun Aset Tetap. 

Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2018dan 31 Desember 

2017tersaji pada tabel 6 sebagai berikut: 

 

Tabel 6 

Rincian Aset Lainnya  

per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 

NO URAIAN 31 Des 2018 31 Des 2017 

1 Aset Rusak Berat Rp 1.704.423.502 Rp1.214.421.541 

2 
Akumulasi Penyusutan 
Aset Rusak Berat Rp(1.228.799.457) Rp(739.230.896) 

Jumlah Rp 475.624.045 Rp. 475.190.645 

 

C.4. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang 

diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) 

bulan setelah tanggal pelaporan. 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki hutang 

baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk periode sampai dengan 

31 Desember 2018. 

 

C.5. Ekuitas 

Ekuitas per 31 Desember 2018dan 31 Desember 2017masing-masing 

sebesar Rp 3.896.566.702,- dan Rp(3.834.460.847,-). Ekuitas adalah 

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas. 
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D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL 

 

D.1. Beban Pegawai 

Jumlah beban pegawai pada 31 Desember 2018dan 31 Desember 

2017masing-masing sebesar Rp132.290.104.524,- dan Rp 

118.432.580.994,-. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik 

dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal. 

 

D.2. Beban Persediaan 

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018dan 31 Desember 

2017masing-masing sebesar Rp 738.233.938,- dan Rp 620.746.461,-. 

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas 

barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi 

baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. 

 

D.3. Beban Barang 

Jumlah Beban Barang pada 31 Desember 2018dan 31 Desember 

2017masing-masing sebesar Rp 1.504.222.410,- danRp 983.560.950,-. 

Beban Barang adalah konsumsi atas barang-barang dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas. 

 

D.4. Beban Jasa 

Jumlah Beban Jasa pada 31 Desember 2018dan 31 Desember 

2017masing-masing sebesar Rp 6.168.336.500,- dan Rp 5.485.993.500,-. 

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas. 

 

D.5. Beban Pemeliharaan 

Jumlah Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018dan 31 Desember 

2017masing-masing sebesar Rp 48.906.000,- dan Rp 41.734.000,-. Beban 

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk 

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam 

kondisi normal. 

 

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018dan 31 

Desember 2017masing-masing sebesar Rp 1.511.039.558,- dan Rp 

1.198.711.597,-. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah pengakuan 
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atas penggunaan manfaat potensial dari aset tetap dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas. 

 

E. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

E.1. Ekuitas Awal 

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018dan 31 Desember 2017adalah 

masing-masing sebesar Rp(3.834.460.847) dan Rp.1.375.080.059. 

 

 

E.2. Perubahan Ekuitas 

Nilai Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018dan 31 Desember 

2017 masing-masing sebesar Rp 7.731.027.549,- dan Rp(5.209.540.906). 

Pada tahun 2018 terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp (3.447.010) yang 

merupakan hasil perhitungan dari koreksi pengurang pada reklasifikasi 

asset tetap dan asset lainnya ke ekstrakomtabel sebesar Rp 6.318.540,- 

dan koreksi penambah pada koreksi lebih catat asset tetap dan asset 

lainnya/koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi 

sebesar Rp 6,- dan pada reklasifikasi asset tetap dan asset lainnya ke 

ekstrakomtabel Rp 2.871.530.    

 

 

E.3. Ekuitas akhir 

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018dan 31 Desember 

2017masing-masing sebesarRp 3.896.566.702,- dan Rp.(3.834.460.847),- 

 

F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 

 

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah satu buah rekening di Bank 

DKI Kantor Cabang Utama Balaikota dengan Nomor Rekening 108.02.01433.7 

atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. 
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